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PEMERINTAH K )TA SAWAHLUNTO
BADAN PENGEL( )LAAN KEUANGAN

DAN AS :T DAERAH
Jalan Soekarno-Hatta No.. Kota Sawahlunto Kode Pos27424

Telp (0754) - 61703, ( 1107, 62389 Fax (0754) 61107

TENTAI\ 3

PENETAPAN STANDAR OPERA{ IONAL PROSEDUR (SOP)
ADMIT.IISTRASI PEMERINTAHAN PADA BADAT\ PENGELOLAAN KEUANGAN DAT{ ASET

DAERAH KOTASAWAHL INTOTAHUN 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KT JANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAI- -UNTO,

Menimbang

Mengingat

b

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PI NGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KO A SAWAHLUNTO

NOMOR: 189.471 123 IBPK,D-SEKRE/SWU2017

1. Undang-Undang No: tor B Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kot Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (L rmbaran Negara Republik lndonesia Tahun
1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang ilomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan NeJara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisr e (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor '5, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 38{ 1);

3. Undang-Undang Nc nor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran rlegara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambah.n Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4286);

4. Undang-tJndang Nor or 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran rlegara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambaha t Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Not tor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tat Sgungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lnc rnesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara R< rublik lndonesia Nomor 4400);

bah,^,a untuk pedon :n atau acuan dan mempermudah dalam
melaksanakan peker ran yang menjadi tanggungjawab individual
maupun organisasi keseluruhan, maka perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset I aerah Kota Sawahlunto.

bahwa berdasarkan ertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu r enetapkan Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuanl an dan Aset Daerah tentang Penetapan
Standar Operasional )rosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
pada Badan Penge rlaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2t 17.



6. Undang-Undang N ,mor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keqangan antara F emerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara lepublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembar; n Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang N ,mor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembarar Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambat an Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5494);

8. Undang-undang Nr mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembarar Negara Republik lndonesia Tahun 20'14

Nomor 244, Tamb han Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587), seba ;aimana telah diubah kedua kalinya terakhir
dengan Undang-l ndang Nomor g Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua, Jas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerinta ran Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 21 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia tlomor 5679);

9. Peraturan Pemer rtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keua rgan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik ln lonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri i ralam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelo ran Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kalin a terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 T hun2011;

1 1. Peraturan Gubernt r Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2007
tentang Penetapan :elaksanaan 5 (lima) hari kerja di lingkungan
Pemerintah Dat rah Propinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 1 Tahun 2015
tentang Pokok-pokr k Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Saw; hlunto Tahun 2015 Nomor 11) Tambahan
Lembaran Daerah I ota Sawahlunto Nomor 42);

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 1 Tahun 2016

tentang Urusan I emerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Dat rah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2016 Nomot 't 1);

14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 20'16

tentang Pembent tkan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah (ota Sawahlunto Tahun 20'16 Nomor 14);

1 5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 (l embaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun

2016 Nomor 17);

16. Peraturan Walikotr Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Angga an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 (E:rita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016

Nomor 36);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSI AN:

Keputusan ini mulai berli ku pada tanggal ditetapkan

Menetapkan Standar,)perasional prosedur (SOp) Administrasi
Pemerintahan pada Bac rn pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 1017;

Segala biaya yang tir bul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggz .an pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 Dokun en Anggaran (DpA) Badan pengelolaan
Keuangan dan Aset Dae ah Kota Sawahlunto Tahun 2017;

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal Nopember 2017

KEPAL \ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN P JSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

BUYUNG LAPAU. S.Sos, M.Si
NlP. 19640916 199308 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth. ;

t. Watikota I Wakil Walikota Sawahlunto (sebagai laporan);

2. lnspektur Kota Sawahluntoi
3. Arsip

,-'----


